SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,
bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan evaluasi
pengelolaan Alokasi Dana Desa, terdapat kekurangan bayar
pada Tahun Anggaran 2020;
bahwa pembayaran atas kurang bayar Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dalam perubahan
Anggaran Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014

tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 138);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015

tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB...



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pati.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah
Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurang
dana alokasi khusus.

Kurang Bayar Alokasi Dana Desa yang selanjutnya
disingkat Kurang Bayar ADD adalah selisih penyaluran
ADD antara Keputusan Bupati Pati dengan riil transfer
ADD ke Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang

ditetapkan.

BAB...



(1)

(2)

BAB II
ALOKASI DANA DESA
Pasal 2
Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD
setiap tahun anggaran.
Besaran ADD yang diterima setiap Desa untuk satu tahun

anggaran ditetapkan oleh Bupati.

(3) Apabila ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tahun

(4)

(5)

anggaran berjalan tidak disalurkan semua ke Rekening Kas
Desa maka akan dilakukan kurang bayar di tahun yang
akan datang.
Kurang Bayar ADD dikarenakan terdapat selisih
penyaluran ADD antara Keputusan Bupati Pati dengan riil
transfer ADD ke Desa disebabkan oleh Anggaran yang
dialokasikan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan lebih besar daripada Tagihan dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Alokasi Kurang Bayar ADD Tahun Anggaran 2020 yang
ditetapkan adalah sebesar Rpl172.841.827,00 (seratus
tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu
delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
Penetapan ADD Kurang Bayar Tahun Anggaran 2020
mengenai Kurang Bayar ADD setiap desa tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN
Pasal 3

Penyaluran Kurang Bayar ADD kepada Desa dilakukan dari

Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dan secara administratif

dimasukkan dalam APB Desa sebagai salah satu sumber

Pendapatan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 62




